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KOMISI PEMILIHAI{ UMUM
I(ABUPATEN LABUHANBATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAI}UPATEN LABUHANBATU

NOMOR | 162 / HK.O4 I l2l0 I 2O2t

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang a. bahwa sslagei bentuk pengelolaan informasr

publik secara baik dan efisien sebagaimana yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (21

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pengelolahan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, perlu dibangun sistem informasi dan

dokumentasi hukum di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten l,abuhanbatu dapat

diakses dengan mudah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8

Tahun 2Ol9 tentang Standar Pengelolaan

Dokumen dan Informasi Hukum, Yang

menyatakan bahwa standar pengelolaan

dokumen dan informasi hukum wajib digunakan

dalam pengelolaan dokumen dan informasi

hukum oleh seluruh anggota Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

I
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c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten tabuhanbatu tentang Standar

Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

a8a6l;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan

Informasi Hukum (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I

Tahun 2015 tentang Pengolahan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kefa Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Mengingat
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Memperhatikan

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kefa Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

r2361;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

533/HK.04-Kptl03/I<PU/xrl2O2O tentans

Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten La'buhanbatu Nomor :

346lPK.Ot I l2lO/2O21 tentang Rapat Pleno Rutin

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu,

Tanggal 6 Desember 2021;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Salinan sesuai dengan aslinya

5EI{RI'I IAI

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PEDOMAN

KERJA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi

Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten I-a.buhanbatu.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat

PadaTanggal t Desember 2O2l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU,

WAHYUDI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

N T ARUHANBATU

Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAI}UPATEN LABUHANBATU

NOMOR i t62 I HK.O4 / l2l0 I 2O2r

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

LABUHANBATU

KOMISI PEMILIIIAN UMUM

I(ABUPATEI| LABT'HAITBATU

STANDAR OPERASIONAT, PROSEDTTR ISOPI PEXGELOLAAI{ JARTI{GAN

DOKUMEITTASI DAN INFOR"MASI HT'KUM DI LII{GKUITGAN

ITOMISI PEMILIIIAI{ T'MUM I(ABI'PATEIT LABUHAITBATU

KOMISI PEMILIHAN T'UUM

KABUPATEIT I"ABT'HAI{BATU

2o]2L
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A. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,

Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan

Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 692);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015 tentang

Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2O2l tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ker1'a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun2021 Nomor786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2o2O tentang

T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMI SI PEMILIHAN UMUM KAIIU PATE N LAEIUHANBATU
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8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun

2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-

KpI/O3/KPU /XI/2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN OUTPUT

Maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah sebagai acuan

pengelolaan JDIH pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.

Tujuannya adalah untuk menyederhanakan, memudahkan, dan

mempercepat pengelolaan JDIH pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu.

outputnyaadalahterkelolanyaJDIHpadaKomisiPemilihanUmum
Kabupaten la.buhanbatu.

D. PIHAKYANG TERLIBAT

1. Ketua KPU Kabupaten labuhanbatu;

2. Anggota KPU Kabupaten t abuhanbatu;

3. Sekretaris KPU Kabupaten la.buhanbatu;

4. Kepala Sub Bagian Hukum;

5. Staf Sub Bagian Hukum.

B. LATARBELAKANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuarr Pasal 14 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang

menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/ Komisi IndependenPemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Publik

yang telah dikuasai dan didokumentasikan, sehingga diperlukan Standar

Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan pengelolaan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Labuhanbatu.
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E. RUANG LINGKUP KEGIATAN

l Pengelolaan Website JDIH;

2. Pengelolaan Media Sosial JDIH;

3. Pengelolaan Ruang JDIH.

F. JENIS DOKUMEN

Jenis dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH KPU Kabupaten

Labuhanbatu adalah dokumen Penetapan meliputi Keputusan KPU

Kabupaten Iabuhanbatu.
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C, ALUR BAGAN

TAHAPAN

PEI,AKSANA

Keterangan
Staf Subbas

Hukum
Subbag
Hukum

Sekretaris
Divisi Hukum

dan
Pengavrasan

Ketua Rapat Pleno Kelengkapu Output

A. Pen€elolaafl Website JDIH

I

Mcn.rima Naskah Asli produk hukum
scbanyak I (satu) ranakap yana telah
dilahkan (ditandatanAsni ol.h Kctua KPU
dan/atau Sekretaris KPU dan distempcl Cap
DinaB) da.rr Naskah Salinrn ploduk hukum
scbanyak 2 (dua) raflakap Oaig tetah
ditafldatarEani ol.h Kaoubbsa hukum)
kemudian distempel Cap Dinas (pada bagian
otorirasi) sGdangkan pada l.mbar judut
dist.rnpcl Cap Salinan (pada sisi kanan ata!);

Ruafla Kcda,
Komputer /

l,aptop, Ftinter
30 menit

salinan
Keputusan

Keputusan Ketua
dan sehetaris KPU
Ihbupat.n
Labuhanbatu
bescrta SalinEn
Keputussn Kctua
dan Sckret6iis KPU
Kabupaten
l,abuhaibatu

2
Molakuk6n Pindai /Scqn) Produk Hukum
(NaskEh ABli dan Salinan)i

RuanS Korja,
Komput€r, icann.r 30 ranit

Pdf K.puturqn
dan Satinan
Keputulai

soflf 6 pdf k.Putu.an

3

Memberikan catatsn kaki lwebsib Footet)
'jdih.kpu.go.idl sumut/labuhanbatu! denaan
warna biru, ukuran tulisan 12, darljenis
tulisafl Calibri pada setiap leobar Na6kah
Salioan Produk Hukum yar:g akao diunAaah;

Ruary K6rja,
Komput6r / LaptoP

30 m.nit
Pdf Salinan Unggiah Produk

Hukum ko JDIH

Menyimpan {mengarsipkar) Naskah (Asli,
Salinan dan Abstlak) Ploduk Hukum bentuk
Celek/ Hdtd@py d,an Komputer/ Sorropy./
a€suai klasfikasi (,enis, nomor, tahun) dcngarr
dilenekapi kodc/narna berkas scrta membuat
da,: memutakhilkan {rpddel Daltar prodnk-
produk Hukumi

Ruang KGrja,
Komputer / laptoP

30 msnit
Unggah Produk
Hukum ko JDIH

Mer8uflggah Salinan Produk Hukum dan
Abstrak yang telah selesai d.ilakukan proses
s€baeaimana diuraikan pada ar6ka I sampai
denga, aflaka 4 di atas ke laman JDIH.

Ruans K.da,
Komputer / Laptop

30 menit
Unsgei Produk
Hukum ke JDIH

Baku Mutu

5
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B. Pergelolaan Media Sosial JDIH

Kegiatan
Konsep Rubrik

k€giatEnI hanRuans Keia,
Laptop, ATK1 Mentrusun rubrik pada media sosiat JDIH;

M6n€tapkan Rubiik
K.gratsrlJadqal Rubrikt hariRuang Keqia,

Laptop2
Menetapkar j adwal penayangsn rubrik pada
mcdie sosial JDIH;

1 jamKomputer/ Laptop/
Handphone3 Membuat konten mcdia Bosial JDIH;

Unggah Xont n
kedalr,]n m€dia .osial15 McnitKonput !/ Laptop/

H.ndphon
Mcllgungga}l kontcd kodalam medie soeial
JDIH $suai dengsn pcnjadwalan rubrik

C. Pengclolasi Ruarg JDIH

mulai
mcngkla!ifika€i

30 menitMelakukarl klasifikasi dokumen

m.nyimPan Produk
Produk Hukum30 m6nitiacmasukksn dokumcn hardcopy kc dalarn

msnYimPan Produk
hukum di rak JDIHMuk Hukum30 menitPloduk Hulummeryimpan dokumcn Besuai dengan

klasifikari dokumcn pada rak JDIH

eom.nuhi kebutuhan
ruang JDIHRuangJDIHt hdi

ATK, AlEari JDIH,
Meja Baca, Kulsimemenuhi kebutuhai perlengkapan ruaig

JDIH

Produk Hukum
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H. Dalam hal te{adi kendala diluar yang diatur dalam SOP, sepanjang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dinyatakan sah dan tidak melanggar SOP

lnl

Ditetapkan di Rantauprapat

PadaTanggal 9 Desember202l

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LABUHANBATU,

WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

LABUHANBATU

Hukum,

r

tion
*
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